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WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG LUNANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARIPONDOK PARIAN LUNANG,

a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Pondok Parian Lunang sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020 termuat dalan
Rancangan Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor
Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Nagari Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020
disusun sesuai dengan kebutuhan pcnyelenggaman DEMeris
Nagari berdasarkan prinsip kebersamaar, erke
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
sehingga menciptakan landasan kuat dalam
pemerintahan dan pembangunan menuju masy
makmur, dan sejahtera;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Parian Lunang Tahun Anggaran 20
Pondok Parian Lunang Nomor 1
Pendapatan dan Belanja Nagari
Anggaran 2020; v
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10.

11.

12:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; Bl
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 m
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan De:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Non
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian P
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / P
Penge!o]aan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri N
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa Nomor 1.
Penggunaan Dana Desa Tahun 2

Peraturan Daerah Kabuj
2011 tentang Pembm
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18, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
. 20. Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari ik
Pondok Parian Lunang Periode 2018 - 2024, e v
21. Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari; e

e

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PONDOK PARIAN LUM
dan

WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PONDOK PARIAN |
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN |
BELANJA NAGARI PONDOK PARL
ANGGARAN 2020

"Pasal 1

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Nagari Tahun
sebagai berikut:

1. PendapatanNagari Rp.

2. BelanjaNagari Rp.

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Nagari
a.- Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaar
PembiayaanNetto
Selisih Pembiayaan ( a -
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Pasal 4
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari Pondok Parian Lunang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 5
(1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
gnggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya; =k
tidak diharapkan terjadi secara berulang; VL
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari; o
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran m
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa da
permasalahan sosial; dan
€. berskala lokal Nagari.

oo

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nuiﬂ
berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran ant
dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya da;
akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

d. Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB
perubahan Peraturan Wali Nagari tentang
memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerint:
ini dalam Lembaran Nagari Pondok Parian
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LAMPIRAN

PERATURAN NAGAR| PONDOK PARIAN LUNANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG |

TAHUN ANGGARAN 2020
-5
Rsizzfns URAIAN Mt::ﬁm SUMBERDANA i
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
42 Pendapatan Transfer 1.248.906.400,00
473 Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.249.906.400,00
5. BELANJA )
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 478.750.608
14 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 460.289.358,07 |
Pemerintahan Desa '
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1.1.01 | 5.1 Belanja Pegawai
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1.1.02 | 5.1 Belanja Pegawai
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1103 | 51 Belanja Pegawal
1.1.04 ;ﬁnyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD
1.1.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD
1.1.05 | 5.1 Belanja Pegawali
1.1.08 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, P
, Listrik dil) :
108 | 52 Belanja Barang dan Jasa
1.1.91 Penyediaan Insentif Pemungutan PBB
1191 | 52 Belanja Barang dan Jasa
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantc N
1201 | 53 Belanja Modal ' '
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja P
Pelaporan i
1402 Penyelenggaraan
eguler)
1402 | 652 Befanja Barang d&
1404 Penyusunan Dol
dily
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KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
2% Sub Bidang Pendidikan 104.100.000,00
21,01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 104.100.000,00 | DDS
(Honor, Pakaian dll)
2101 | 62 Belanja Barang dan Jasa 104.100.000,00
22 Sub Bidang Kesehatan 119.650.000,00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 26.360.000,00 | DDS )
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 26.360 000,00 B
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 8.160.000,00 | DDS i
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00
2206 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 4.080.000,00 | DDS
2206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00
2209 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 81.050.000,00 | DDS
Posyandu/Polindes/PKD **
2209 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00
2209 | 53 Belanja Modal 75.000.000,00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 240.037.661,75
2.3:12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 45.250.000,00 | DDS
2312 | 53 Belanja Modal 45250.000,00 X
2315 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 123.796.350,00 O
.] - A
2315 | 5.3, Belanja Modal 123.796.350,00 '
2317 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
2317 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
2318 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2318 | 52 Belanja Barang dan Jasa
24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman )
24.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal |
Huni GAKIN
2401 | 52 Belanja Barang dan Jasa
2414 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasiltas Jamban Umum/M
,di*)
2414 | 52 Belanja Barang dan Jasa
2.5, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
25.01 Pengelofaan Hutan Milik Desa
2501 | 52 Belanja Barang dan Jasa .
2501 | 53 Belanja Modal
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komuni|
2602 Penyelenggaraan Informasi Publik
2602 | 52 Belanja Barang dan Jasa
2602 | 53 Belanja Modal 4
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Reﬁzzfue e ANG(GR:I:AN i
1 2 3 4
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 23.460.200,00
Masyarakat
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 11 900 000,00
ad01 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11.900 000,00
31.02 i;nua!an & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanar/Ketertiban oleh Pe 9 860 200,00
es
3102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9 860 200,00
3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala | 1.700.000,00
okal Desa
3103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 66.786.500,00
3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 66 786 500,00
RI, Raya Keagamaan dll)
3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 66 786 500,00
33. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 14.899.500,00
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tikt Ke 8.762.500,00
/Kab/Kota
3301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8 762 500,00
33086 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.137.000,00
3306 | 52 Belanja Barang dan Jasa nmmﬁ
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3401 Pembinaan Lembaga Adat
3401 | 52 Belanja Barang dan Jasa
34.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa
3.4.03 Pembinaan PKK
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4,205 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perta
nakan
4205 | 52 Belanja Barang dan Jasa
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dug R N
4301 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4301 | 52 Belanja Barang dan Jasa o
4302 Peningkatan Kapatitas Perangkat m
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa v
4.4, Sub Bidang Pombﬂdlyﬂl
Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Peny
Belanja Baral

Dipindai dengan CamScanner




KODE

REKENING (Rp)
1 2 3 4
456, Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.974.000,00
46.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes 2.674.000,00
4602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.974.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D 7.000.000,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 0,00
51.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 0,00
51.01 | 54 Belanja Tidak Terduga 0,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 7.000.000,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 7.000.000,00
5301 | 54 Belanja Tidak Terduga 7.000.000,00
5.3.02 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 0,00
5302 | 54 Belanja Tidak Terduga 0,00
JUMLAH BELANJA 1.248.278.069,82
SURPLUS / (DEFISIT) 3.828.330,18
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan
62 Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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